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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Staf keperawatan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya 

dalam  praktik keperawatan. Tanggung jawab pengasuh berarti kredibel dan 

kredibel. Bentuk tanggung jawab perawat berkaitan dengan tanggung jawab 

pendokumentasian kondisi pasien, perawatan, dan tanggung jawab  menjaga 

keselamatan pasien. Pengasuh wajib memberikan pelayanan asuhan jangka 

panjang sesuai dengan standar pelayanan asuhan jangka panjang, standar 

profesi, standar prosedur operasional atau kode etik asuhan, dan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Jika pengasuh melakukan  kesalahan 

atau kelalaian, pengasuh harus bertanggung jawab atas kelalaian  dalam 

menyelesaikan perselisihan litigasi dan non-litigasi. Untuk memastikan bahwa 

pengasuh memiliki hak untuk mempertahankan haknya setelah menyelesaikan 

tugasnya. 

Berdasarkan hasil observasi langsung dan wawancara yang dilakukan,  

penulis mencapai kesimpulan sebagai berikut. 

1. Dari pembahasan di atas, caregiver, sebagai caregiver yang memberikan 

pelayanan asuhan keperawatan kepada masyarakat, sebagai salah satu cara 

untuk menghadirkan aspek penting dari etika keperawatan, yaitu aktivitas 

caregiver yang sebenarnya dan persyaratan hukum dari kewajiban.Anda 

dapat menyimpulkan bahwa Anda memiliki kewajiban. Sehubungan dengan 

peran tertentu  perawat, perawat akan tetap berkompeten dalam 
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pengetahuan dan sikap, bekerja sesuai Kode Etik, bertanggung jawab atas 

segala ketidaksesuaian di kemudian hari, dan dapat segera melaporkan dan 

mengambil tindakan. .. Untuk mencegah kecelakaan lebih lanjut, tanggung 

jawab pengasuh untuk setiap tindakan atau kelalaian adalah  bentuk upaya 

untuk memberikan perawatan sesuai dengan kode etik yang  ditetapkan. 

Seperti profesional kesehatan lainnya, perawat spesialis bertanggung jawab 

atas semua risiko yang diakibatkan oleh perilaku buruk mereka. Kerabat 

yang dituduh pengasuh dapat diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan 

pengasuh berupa tindakan kriminal, kelalaian, atau kelalaian.  

2. Pengasuh yang melakukan  kelalaian akan dikenakan sanksi sesuai dengan 

proses hukum yang berlaku sehubungan dengan bentuk penyelesaian 

sengketa litigasi dan non-litigasi yang diberikan kepada pengasuh untuk 

intervensi medis yang merugikan pasien.      

B. Saran 

1. Tenaga kesehatan khususnya tenaga keperawatan harus memberikan 

pelayanan keperawatan sesuai dengan Kode Etik Keperawatan dan 

mengacu pada standar praktik keperawatan.  

2. Selain itu, tenaga kesehatan khususnya perawat tidak perlu memiliki 

kredibilitas yang tinggi dan senantiasa meningkatkan kemampuannya untuk 

menghindari kelalaian dan malpraktik medis lainnya. 
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